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ABSTRAK 

 Pandemi COVID-19 membuat kegiatan kampanye Pilkada pada tahun 2020 

dilakukan dengan metode yang cukup berbeda dari sebelumnya. Jika biasanya 

kampanye dilakukan dengan mengumpulkan massa, maka metode kampanye 

dalam PKPU Nomor 13 tahun 2020 didominasi oleh penggunaan teknologi dan 

pembatasan jumlah peserta. PKPU Nomor 13 Tahun 2020 dibuat oleh KPU dalam 

rangka menjamin hak pemilih atas informasi mengenai pasangan calon dengan 

mengutamakan prinsip keselamatan. Penerapan metode kampanye dalam aturan 

ini menjadi problematika bagi daerah-daerah yang mengalami keterbatasan 

internet. Tentunya hal ini berdampak pada ketersampaian informasi kepada 

pemilih. Skripsi ini mengkaji tentang PKPU Nomor 13 Tahun 2020, khususnya 

mengenai metode kampanye Pilkada di tengah pandemi COVID-19 dianalisis 

menggunakan teori prioritas nilai dasar hukum dan teori maṣlahah  

Jenis penelitian adalah kepustakaan (library research) yang menekankan pada 

perolehan data yang bersumber dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan 

dan lain sebagainya. Dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Data penelitian 

yang dihimpun dari pembacaan teks yang selanjutnya dideskripsikan dan 

dianalisis menggunakan prioritas nilai dasar hukum dan teori maṣlahah. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan metode kampanye Pilkada di tengah 

pandemi COVID-19 dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 menimbulkan prioritas 

pada nilai dasar hukum yaitu prioritas kasuistik yang mana nilai dasar hukum 

yang diprioritaskan dalam keadaan pandemi COVID-19 lebih mengutamakan nilai 

kemanfaatan, kepastian, dan keadilan, adapun manfaat metode kampanye ini 

dapat mencegah penularan COVID-19 dalam kegiatan kampanye, sehingga dari 

tingkatan kepentingan maṣlahah, maka mengutamakan keselamatan jiwa 

merupakan maṣlahah pada tingkat dharuriyyah. 

 

Kata Kunci: Kampanye Pilkada, PKPU Nomor 13 Tahun 2020, Maṣlahah, 

Prioritas Nilai Dasar Hukum. 
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ABSTRACT 

The COVID-19 pandemic has made the election campaign activities in 2020 

carried out with a method that is quite different from before. If campaigns are 

usually carried out by gathering the masses, then the campaign method in PKPU 

Number 13 of 2020 is dominated by the use of technology and restrictions on the 

number of participants. PKPU Number 13 of 2020 was made by the KPU in order 

to guarantee the right of voters to information about candidate pairs by prioritizing 

the principle of safety. The application of the campaign method in this regulation 

is problematic for areas experiencing internet limitations. Of course this has an 

impact on the delivery of information to voters. This thesis examines PKPU 

Number 13 of 2020, especially regarding the election campaign method in the 

midst of the COVID-19 pandemic, analyzed using the priority theory of legal 

basic values and the theory of maṣlahah.  

The type of research is library research which emphasizes the acquisition of 

data sourced from books, journals, laws and regulations and so on. With the 

nature of descriptive analytic research. Research data collected from reading the 

text which is then described and analyzed using the priority of the basic values of 

law and the theory of maṣlahah. 

The results of this study show that the election campaign method in the midst 

of the COVID-19 pandemic in PKPU Number 13 of 2020 raises a priority on the 

basic legal values, namely casuistic priorities where the legal basis values are 

prioritized in the COVID-19 pandemic situation, prioritizing the value of 

expediency, certainty, and justice, as for the benefits of this campaign method to 

prevent the transmission of COVID-19 in campaign activities, so from the level of 

maṣlahah importance, prioritizing life safety is maṣlahah at the dharuriyyah level. 

 

Keywords: Pilkada Campaign, PKPU Number 13 of 2020, Maṣlahah, Priority of 

Legal Basic Values. 
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MOTTO 

Things we lose have a way of coming back to us in the end.  

If not always in the ways we expect. 

( Harry Potter and The Order of The Phenoix) 
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B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang diakibatkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh: 

 

C. Ta’ Marbutah di akhir Kata 

1. Jika dimatikan ditulis h 

 

 
(Doa, zakat, dan sejenisnya adalah contoh kata-kata yang telah 

berasimilasi ke bahasa Indonesia tanpa perlu persyaratan ini). 

2. Jika diikuti dengan kata sandang ‘al’ dan bacaan kedua tersebut terpisah 

sehingga ditulis h. 
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3. Jika ta’marbuṭah hidup ataupun dengan harakat fatḥah, kasrah serta 

dammah ditulis t ataupun h. 

 

 

D. Vokal Pendek 

 
 

E. Vokal Panjang 

 
 

F. Vokal Rangkap 

 
 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 
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H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Jika diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan memakai huruf “l” 

 

 

2. Jika diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan memakai huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghapus huruf l (el) nya. 

 

 
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis bagi penulisnya 

 

 
J. Huruf Kapital  

Transliterasi ini menggunakan huruf kapital, terlepas dari kenyataan bahwa huruf 

kapital tidak digunakan dalam sistem penulisan bahasa Arab. Inisial nama sendiri 

dan huruf kapital pada awal kalimat keduanya merupakan pemakaian huruf 

kapital yang tepat dalam EYD. Karena awalan sandang sebelum nama, huruf 

pertama dari nama dikapitalisasi bukan huruf pertama sandang. 

Contoh.  

 شَهْرُرَمَضَا نَ الَّذى أنُْزلَ فيْه الَْقرُْءَانُ 

 Syahru ramaḍān al-lażī unzila fīhil-Qur`ānu 
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memakai nama Arab, adalah penduduk asli negara-negara yang memakai 

alfabet Latin. 

d. Kata-kata Arab seperti Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, Mizan serta lainnya 

muncul atas nama penerbit Indonesia.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada tahun 2020, Indonesia memiliki agenda untuk melaksanakan Pemilihan 

Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Terdapat 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 

37 Kota, dan 224 Kabupaten yang ada di Indonesia berpartisipasi dalam Pilkada 

serentak ini.1 Mengadakan Pilkada di masa pandemi bukanlah hal mudah agar 

sejalan dengan standar demokrasi. Proses-proses Pilkada normal dengan 

mengumpulkan banyak orang membuka peluang penyebaran virus COVID-19.2 

Salah satu tahapan Pilkada yang berpotensi menjadi penyebaran virus COVID-19 

adalah tahapan kampanye. 

Kampanye merupakan tahapan Pilkada untuk memaparkan visi, misi, dan 

program dari pasangan calon (paslon) kepala daerah kepada masyarakat yang 

dilaksanakan dengan tanggung jawab sebagai edukasi politik dalam rangka 

meningkatkan partisipasi pemilih pada saat pemilihan berlangsung. Pada Pasal 65 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) disebutkan bahwa kampanye dapat dilakukan 

melalui beberapa metode diantaranya: pertemuan terbatas; pertemuan tatap muka 

dan dialog; debat publik/debat terbuka antar pasangan calon; penyebaran bahan 

kampanye pada umum; pemasangan alat peraga kampanye, iklan media massa 

                                                           
1Detik, “Ini 270 Daerah yang gelar Pilkada Serentak 2020”, 

https://news.detik.com/berita/ini-270-daerah-yang-gelar-Pilkada-serentak-2020  diakses pada 12 

Mei 2022. 

2Aryo Wasisto Dan Prayudi, “Antisipasi Implikasi Demokratis Pilkada Serentak Tahun 

2020,”   Diakses Dari https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-12-II-

P3DI-Juni-2020-2063.pdf, diakses  pada 10 Juni 2022. 

https://news.detik.com/berita/ini-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2020
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-12-II-P3DI-Juni-2020-2063.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-12-II-P3DI-Juni-2020-2063.pdf
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cetak dan media massa elektronik;  dan kegiatan lain yang tidak melanggar 

larangan kampanye dan ketentuan undang-undang.3 Adapun kegiatan lain yang 

diperbolehkan dalam kegiatan kampanye diatur secara spesifik dalam PKPU 

Nomor 4 Tahun 2017 (PKPU 4/2017) jo PKPU Nomor 11 Tahun 2020 (PKPU 

11/2020) tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 

Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Ada tujuh metode 

tambahan yang dapat dilakukan oleh peserta Pilkada antara lain:4  

1. Rapat umum dengan jumlah terbatas; 

2. Kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau 

konser musik; 

3. Kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda 

santai; 

4. Perlombaan; 

5. Kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; 

6. Peringatan hari ulang tahun Partai Politik; 

7. Kampanye melalui media sosial; dan/atau 

8. Kampanye melalui Media sosial; dan/atau 

9. Kampanye melalui Daring. 

 

Dapat dilihat dari banyaknya metode yang ditawarkan dalam Undang-

Undang dan PKPU, membuat paslon dalam Pilkada memiliki kesempatan yang 

sangat luas untuk mengenalkan diri serta program-program mereka. Dari segi 

pelaksanaan, metode kampanye yang disediakan undang-undang hampir seluruh 

pelaksanaan kegiatan kampanye dilakukan secara tatap muka dan interaksi 

langsung dengan pemilih. Hal ini menjadi ciri khas kampanye dalam proses 

                                                           
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang, Pasal 65 ayat (1). 

4 Pasal 41. 
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elektoral Indonesia yaitu dengan pengumpulan massa. Hanya ada tiga metode saja 

yang tidak perlu memerlukan interaksi langsung, yaitu pemasangan iklan di media 

massa, media elektronik, dan kampanye melalui media daring dan media sosial. 

Sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 dalam tahapan kampanye Pilkada, 

KPU mengeluarkan aturan penyesuaian tahapan kampanye dalam keadaan 

pandemi COVID-19 dengan menambahkan aturan protokol kesehatan ke dalam 

PKPU Nomor 13 Tahun 2020 (PKPU 13/2020), yang mana pada Pasal 88C ayat 

(1) melarang penyelenggaraan kampanye dengan metode seperti rapat umum, 

kegiatan pentas seni, konser musik, panen raya, gerak jalan santai, sepeda santai, 

perlombaan, bazar, donor darah, dan peringatan hari ulang tahun partai politik. 

Sebagai gantinya, penyelenggaraan kampanye diselenggarakan secara dalam 

jaringan (daring) dan pertemuan terbatas dengan jumlah peserta maksimal 50 

orang.5 

  Pembatasan kampanye seperti diatur dalam PKPU 13/2020 bisa dipahami 

sebagai konteks pencegahan kerumunan yang bisa menyebabkan peningkatan 

COVID-19. Namun dari sisi peserta pemilu , dalam hal ini paslon dan pemilih 

dapat menghambat komunikasi politik. Bagaimanapun sifat pembatasan itu 

menghambat kebebasan dalam asas pemilu. Pemilihan yang bebas menghendaki 

adanya ruang publik yang bebas, baik itu aktual maupun virtual karena kampanye 

merupakan hak bagi paslon Pilkada dalam menyampaikan visi dan misi kepada 

                                                           
5  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Coronavirus Disease (COVID-19). 



4 
 

 
 

pemilih, di sisi lain pemilih juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi 

mengenai paslon untuk menentukan pilihan dengan bijak.  

Sebagai contoh, dampak metode kampanye secara daring dan pertemuan 

terbatas sangat nyata dialami oleh pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur di Bengkulu Tahun 2020 dalam mendapatkan informasi kepemiluan 

dengan metode kampanye terbatas yang dilakukan oleh paslon.6 Berkurangnya 

edukasi politik dalam masyarakat, terutama pada manula akibat keterbatasan 

informasi dan gagap teknologi, serta keterbatasan dalam akses perangkat 

teknologi yang digunakan. Namun, bagi pemilih milenial yang menjadi mayoritas 

dalam pilgub tahun 2020 tidak memiliki hambatan dalam mengakses informasi 

mengenai kepemiluan.7 dengan kecakapan dalam menggunakan teknologi dapat 

mengakses segala informasi mengenai Pilkada di Bengkulu di tengah pandemi 

COVID-19. 

Keterbatasan infrastruktur menjadi kendala bagi paslon di daerah yang sulit 

terjangkau oleh internet sehingga membuat metode kampanye daring sepi 

peminat. Berdasarkan data Kemendagri hingga 19 Oktober 2020, kampanye 

daring hanya dilakukan oleh 12,7% dari 736 pasangan calon. Sedangkan 52% 

pasangan calon mengaku tidak melaksanakan kampanye secara daring.8 Paslon 

                                                           
6 Robeet Thadi, dkk. “Dampak Pembatasan Kegiatan Kampanye Bagi Pemilih Pemula 

Dalam Mendapatkan Informasi Kepemiluan di Masa Pandemi,” Journal Of Public Policy and 

Administration, Vol. 2:3 (Bengkulu, Juni 2022), hlm. 66.  

7 Usmin, “KPU Tetapkan DPT Pilgub Bengkulu 1.374.340 Pemilih: Berita Satu,” 

https://www.beritasatu.com/archive/689077/kpu-tetapkan-dpt-pilgub-bengkulu-1374340-pemilih, 

diakses pada 20 Mei 2022.  

8 Sasmito Madrim, “Kampanye Daring belum Diminati Paslon di Pilkada Serentak" 

https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/kampanye-daring-belum-diminati-

paslon-di-Pilkada-serentak/5656746.html diakses pada  20 Mei 2022. 

https://www.beritasatu.com/archive/689077/kpu-tetapkan-dpt-pilgub-bengkulu-1374340-pemilih
https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/kampanye-daring-belum-diminati-paslon-di-pilkada-serentak/5656746.html
https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/kampanye-daring-belum-diminati-paslon-di-pilkada-serentak/5656746.html
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akhirnya banyak yang melaksanakan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, 

dan dialog secara terbatas, namun dengan melakukan banyak pelanggaran 

terhadap prokes yang telah diatur di dalam PKPU No. 13 Tahun 2020.  

Setiap norma hukum memiliki nilai yang terkandung di dalamnya. Gustav 

Radburch membagi nilai hukum menjadi tiga yakni keadilan, kepastian hukum, 

dan kemanfaatan.9 Keadilan merupakan tujuan awal dari hukum sebagai 

fungsinya dalam melindungi kepentingan manusia, dengan keadilan diharapkan 

dapat mewujudkan kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Nilai keadilan itu 

tidak hanya penditribusian hak secara tekstual, tetapi dapat dirasakan secara 

kontekstual, oleh  semua yang berkepentingan dalam Pilkada 2020. 

Berdasarkan fakta di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. 

Nilai keadilan dan kemanfaatan penerapan metode kampanye menurut  PKPU 

Nomor 13 Tahun 2020 pada Pilkada di tengah pandemi COVID-19 bagi paslon 

dan pemilih; 2. Tinjauan maṣlahah mursalah terhadap penerapan metode 

kampanye menurut PKPU Nomor 13 Tahun 2020 dalam kampanye Pilkada di 

tengah pandemi COVID-19. Permasalahan inilah yang melatarbelakangi 

pentingnya penelitian ini dilakukan dengan judul “Metode Kampanye Pemilihan 

Kepala Daerah di Tengah Pandemi COVID-19  (Studi Analisis Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Perspektif  Maṣlahah Mursalah)”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan masalah 

dalam penelitian ini adalah segai berikut: 

                                                           
9 Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum”,  (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 45.  
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1. Bagaimana analisis prioritas nilai dasar hukum dalam metode kampanye 

Pilkada di tengah pandemi COVID-19 menurut PKPU Nomor 13 Tahun 

2020 ? 

2. Bagaimana metode kampanye Pilkada di tengah pandemi COVID-19 

menurut PKPU Nomor 13 Tahun 2020 perspektif maṣlahah ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana prioritas nilai dasar 

hukum metode kampanye Pilkada di tengah pandemi COVID-19 

menurut PKPU Nomor 13 Tahun 2020. 

b. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana metode kampanye 

Pilkada di tengah pandemi COVID-19 menurut PKPU Nomor 13 Tahun 

2020 perspektif maṣlahah. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, diharapkan kedepannya penelitian ini dapat menjadi 

bagian dari sumbangsih ilmu pengetahuan atau dapat memberikan 

kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan ketatanegaraan, lebih 

spesifiknya pada ranah demokrasi atau pemilihan umum terutama dalam 

pengaturan kampanye di luar keadaan normal agar tercipta tahapan 

pemilu yang mecerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan 

kemanfaatan. 

b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan serta evaluasi bagi pemerintah dalam membuat 
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pengaturan kegiatan kampanye agar baik peserta terpenuhi haknya 

dalam menyampaikan visi dan misi sedangkan rakyat terpenuhi haknya 

untuk mendapatkan informasi mengenai calon pemimpin mereka. 

D. Telaah Pustaka 

Penyusun  menyadari bahwa tema dalam penelitian tentang kebijakan dalam 

kampanye Pilkada bukan yang pertama yang diangkat dalam sebuah penelitian. 

Mengantisipasi adanya plagiasi, serta menjamin keaslian dan keabsahan 

penelitian, penyusun mendapatkan penelitian terdahulu yang juga mengkaji dan 

membahas terkait dengan tema dalam penelitian ini. Namun pada fokus 

permasalahan yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dan bukan merupakan 

suatu pengulangan. Penyusun menemukan berapa penelitian yang berkaitan 

dengan tema ini, diantaranya sebagai berikut: 

Pertama, Jurnal karya Siti Chaerani Dewanti berjudul “Kebijakan Kampanye 

Secara Daring Pada Pilkada Serentak 2020”. Karya ini merupakan penelitian 

dengan teknik studi kepustakaan yang dianalisis dengan metode kualitatif terkait 

dengan pelaksanaan kebijakan kampanye daring pada Pilkada serentak tahun 2020 

yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Penelitian ini memaparkan 

kebijakan kampanye daring yang diterapkan di era pandemi mengalami beberapa 

kendala diantaranya kesenjangan internet di beberapa daerah dan pengunaan 
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teknologi yang masih minim menyebabkan kebijakan ini tidak terlaksana di 

beberapa daerah.10 

Kedua, Jurnal karya Sri Husnulwati berjudul “Tinjauan Hukum Terkait 

Kampanye Pilkada Ditengah Pandemi Covid-19”. Karya ini merupakan penelitian 

dengan teknik studi kepustakaan terkait dengan tinjauan hukum pelaksanaan 

kampanye sebagai salah satu tahapan penting dalam Pilkada walapun dengan 

kondisi pandemi covid-19. Pada kesimpulannya disebutkan bahwa pelaksanaan 

kampanye daring memiliki bentuk hukum yang jelas dalam format peraturan KPU 

dan kebijakan ini ditetapkan dengan pertimbangan pelaksanaan protokol 

kesehatan agar penyebaran covid-19 dapat teratasi walaupun Pilkada tetap 

berjalan.11 

Ketiga, Jurnal karya Febriana Andiani Putri dan Raihan Dwi Priandi berjudul 

“Efektivitas Kampanye Dalam Jaringan: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah 

Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan”. Karya ini menggunakan metode 

penelitian lapangan, yakni memperoleh fakta dari keefektifan pelaksanaan 

kampanye virtual di Kabupaten Luwu Timur pada pelaksanaan Pilkada tahun 

2020. Pada kesimpulan, pelaksanaan kampanye virtual (daring) di Kabupaten 

Luwu masih belum efektif. Kendalanya terletak pada jaringan dan kesiapan 

masyarakat Luwu Timur untuk melakukan kampanye secara virtual.12 

                                                           
10  Siti Chaerani Dewanti, “Kebijakan Kampanye Secara Daring Pada Pilkada Serentak 

2020”, Vol. 12:19 (Oktober 2020), hlm. 25-30. 

11 Sri Husnulwati, “Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada Ditengah Pandemi 

Covid-19”, Jurnal Solusi Vol. 19:1  (Januari 2021), hlm. 67-76.  

12 Febriana Andiani, Raihan Dwi, “Efektivitas Kampanye Dalam Jaringan: Studi Kasus 

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan”, Jurnal Analisa Sosiologi, 

(Januari 2021), 10, hlm. 110-130. 
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Keempat, Jurnal karya Qurnia Indah Permata Sari dengan judul “Strategi 

Kampanye Dalam Jaringan Pasangan Calon Wali Kota Solo di Masa Pandemi 

Covid-19”. Penelitian ini membahas mengenai kampanye jaringan yang dilakukan 

oleh pasangan calon Walikota Solo yang berkontestasi pada Pilkada Serentak 

2020. Kesimpulan dalam tulisan ini adalah kampanye dalam jaringan merupakan 

strategi efektif bagi pasangan calon untuk mejaring pemilih.13 

Kelima, Skripsi karya Susilawati berjudul “Kajian Yuridis Prosedur 

Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Masa Pandemi COVID-19”. 

Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian antara aturan dalam kampanye 

Pilkada pada masa pandemi dengan aturan negara dalam keadaan darurat bencana 

serta kelemahan dari aturan yang digunakan dalam kampanye Pilkada saat 

pandemi dalam mencegah penularan virus COVID-19.14 

Beberapa penelitian di atas membahas mengenai kebijakan kampanye daring 

serta efektivitas pelaksanaan kampanye daring di beberapa daerah yang mengikuti 

Pilkada serentak pada tahun 2020; tinjauan hukum pelaksanaan kampanye Pilkada 

di tengah pandemi COVID-19, serta perlindungan kesehatan dalam aturan 

kampanye di tengah pandemi COVID-19. Sementara dalam pemilu ada hak-hak 

yang harus dilindungi sebagai perwujudan dari negara demokrasi. Dalam 

penelitian ini, fokus kajian pada peraturan yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan kampanye Pilkada di tengah pandemi yaitu PKPU Nomor 13 Tahun 

2020. Apakah dalam peraturan tersebut sudah mencerminkan nilai norma hukum 

                                                           
13 Qurnia Indah Permata Sari, “Strategi Kampanye Dalam Jaringan Pasangan Calon 

Walikota Solo Di Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Analisa Sosiologi  (Januari 2021), hlm. 19-40. 

14 Susilawati, “Kajian Yuridis Prosedur Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

Masa Pandemi COVID-19, ” Skripsi Universitas Bung Hatta (2021), hlm. 12-23. 
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yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Sehingga dapat disimpulkan belum 

ada penelitian yang membahas tentang “Metode Kampanye Pemilihan Kepala 

Daerah di Tengah Pandemi COVID-19 (Studi Analisis Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Perspektif Maṣlahah Mursalah )”  

E. Kerangka Teori 

1. Teori Nilai Dasar Hukum 

Hukum memiliki sasaran yang hendak dicapai. Dan dalam fungsinya 

sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum memiliki tujuan. Tujuan 

hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan 

memakai hukum sebagai alat dalam mengatur tatanan dan perilaku 

masyarakat. 

Menurut Gustav Radburch, ada tiga nilai dasar yang menjadi tujuan 

hukum yang mana di antara tiga nilai dasar itu harus diprioritaskan karena 

fungsi hukum sebagai pelindung kepentingan, yang mana kepentingan 

manusia sangat beragam dan memunculkan benturan. Ketiga nilai dasar 

tersebut yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. 15 

Keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak 

memihak, tidak sewenang-wenang. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal 

secara moral mengenai suatu hal, baik benda maupun orang. Keadilan yang 

dimaksud disini adalah ius suum cuique tribuere yang artinya memberikan 

kepada setiap orang yang menjadi bagiannya.16 Keadilan berbasis 

                                                           
15 Sudikno Mertokusumo,”Mengenal Suatu Pengantar”, (Yogyakarta: Liberty, 2003), 

hlm. 77. 

16 Sjachran Basah, “Tiga Tulisan tentang Hukum”,  (Bandung: Armico, 1986), hlm. 8. 
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persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, 

sehingga dipahami keadilan dalam konteks kesamaan. Kesamaan tersebut 

terdiri atas kesamaan numerik, yakni setiap orang sama derajatnya di 

hadapan hukum serta keadilan proporsional yakni memberi kepada setiap 

orang apa yang menjadi haknya. Keadilan menjadi landasan dan sekaligus 

tolak ukur sistem hukum positif. Radburch memprioritaskan keadilan 

sebagai landasan hukum positif kemudian kemanfaatan, dan kepastian.17 

Kemanfaatan hukum adalah tercapainya ketertiban dan ketentraman dalam 

kehidupan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo kemanfaatan hukum bisa 

dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan 

keteraturan.18  

Nilai dasar terakhir dari tujuan hukum yaitu kepastian hukum. 

Kepastian hukum adalah kejelasan norma, sehinga dapat dijadikan pedoman 

bagi masyarakat. Kepastian juga berarti norma hukum tidak multitafsir atau 

keraguan, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. 

Kepastian merupakan ciri hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam hukum, 

terutama dalam norma hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian akan 

kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi 

masyarakat. 

2. Teori Maṣlahah  

Ketetapan Allah terhadap manusia pada dasarnya mengandung 

kemaslahatan baik berupa perintah maupun larangan. Sebagai contoh 

                                                           
17 Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum”..., hlm. 20.  

18 Ibid., hlm. 24.  
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perintah Allah untuk menjalankan solat yang mana di dalamnya terdapat 

beberapa manfaat antara lain perasaan tenang dan kebersihan jiwa dapat 

dirasakan bagi orang yang melaksanakan solat. Hal yang serupa juga 

terdapat dalam larangan minum khamr atau minuman keras. Nilai 

maslahatnya adalah menghindarkan diri dari mabuk serta merusak kesehatan 

tubuh, mental seseorang serta akal manusia. 19 

Hanya saja masih ada perdebatan terkait dengan maksud dan tujuan 

Allah menetapkan suatu hukum di kalangan ulama. Terlepas dari itu, hukum 

syara’ tidak mungkin terlepas dari maṣlahah. Berdasarkan hal tersebut, 

maka ulama dan mujtahid berusaha keras dalam menyelesaikan persoalan 

yang tidak ada dalam Al-Qur’an dan Sunnah dengan beberapa metode 

tertentu salah satunya adalah maṣlahah.20 

Maṣlahah yang dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat merupakan 

bentuk maṣdar dari fi’il ṣalaha yang berarti manfaat, faedah, bagus, baik, 

kebaikan, guna atau kegunaan. Dari segi tata bahasa Arab, wazan dari 

maṣlahat adalah maf’alat yang berarti banyak. Secara etimologi, maṣlahat 

adalah kata mufrad dari maṣlahat sama artinya dengan  al-ṣalah yaitu 

kebaikan.21 

Maṣlahah menurut al-Ghazali ialah maṣlahah yang sejalan dengan 

tindakan syara’ yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syara’ (hukum 

                                                           
19 Nur Asiah, “Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali,” Jurnal Syariah dan Hukum, 

Vol. 18:1 (Juli 2020), hlm. 119.  

20 Ibid., hlm.120. 

21 Misran, “Al-Maṣlahah Mursalah ( Studi Metodelogi Alternatif dalam Menyelesaikan 

Persoalan Hukum Kontemporer ),” Jurnal Justisia, Vol. 1:1 (2016), hlm. 3-5. 
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Islam), untuk bisa menjadikan maṣlahah mursalah sebagai dalil dalam 

menetapkan hukum, al- Ghazali  menyarankan tiga syarat, yaitu: 

a. Maṣlahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara”. 

b. Maṣlahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash 

syara’. 

c. Maṣlahah itu termasuk ke dalam kategori maṣlahah yang dharuri, 

baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan 

universal, yaitu berlaku untuk semua orang.22 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library research), yang dilakukan 

dengan mengumpulkan data dan informasi dari bahan-bahan pustaka seperti 

jurnal ilmiah, skripsi, dokumen peraturan perundang-undangan, serta artikel 

berita yang relevan dengan tema pembahasan kampanye Pilkada di tengah 

pandemi COVID-19. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, dengan demikian peneliti 

kemudian memaparkan dinamika regulasi berkampanye dalam regulasi 

khusus berupa Peraturan KPU dan secara umum yakni Undang-Undang 

Pilkada dalam Pilkada masa pandemi COVID-19 dengan tujuan penyusun 

mendapatkan gambaran terkait kebijakan pemerintah mengenai metode 

                                                           
22 Ibid. hlm. 12.  
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kampanye Pilkada di tengah pandemi COVID-19 dalam peraturan 

perundang-undangan. Kemudian bahan hukum tesebut dianalsisis untuk 

mendapatkan kesimpulan yang dapat menjelaskan suatu fenomena. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yaitu 

pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti merupakan 

berbagai peraturan hukum.23 Dalam hal ini fokus kajian peneliti adalah 

regulasi terkait dengan metode kampanye Pilkada di tengah pandemi 

COVID-19 yaitu PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Pendekatan konsep 

diadakan untuk meneliti bagaimana tinjauan  prioritas nilai dasar hukum dan 

maṣlahah terhadap metode kampanye Pilkada di tengah pandemi COVID-

19. 

4. Jenis Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

Ketiga bahan hukum dalam penelitian ini antara lain: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang di dalamnya 

terdapat ketentuan hukum mengenai pengaturan metode kampanye 

Pilkada di tengah pandemi COVID-19. Adapun bahan hukum primer 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum  Nomor 13 tahun 2020. 

                                                           
23 Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris”, 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 77. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Hal ini dapat 

berupa buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel, laporan penelitian 

terdahulu yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini. 

c. Bahan hukum Tersier 

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang berada di luar 

keilmuan hukum yang dapat digunakan untuk membantu penelitian 

mendapat pijakan pengetahuan di luar ilmu hukum tata negara yang 

selanjutnya dapat digunakan untuk analisis terhadap permasalahan 

yang akan diteliti, seperti: KBBI, berita atau perkuliahan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Penulis melakukan pengumpulan data-data mengenai kebijakan yang 

akan diteliti baik dari buku, laporan hasil penelitian, jurnal, makalah, artikel 

berita, internet, dan sumber kepustakaan lainnya dengan kata kunci: 

kampanye Pilkada, kebijakan Pilkada Serentak tahun 2020, 

penyelenggaraan Pilkada masa pandemi COVID-19. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman dalam penelitian skripsi 

nanti maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut : 

Bab I   berisi Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, 

Metodelogi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 
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Bab II     berisi gambaran teoritis Prioritas nilai dasar hukum dan Maṣlahah 

sebagai teori dasar untuk menganalisis metode kampanye Pilkada di 

tengah pandemi COVID-19 dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020. 

Bab III  berisi hasil penelitian mengenai mekanisme kegiatan kampanye 

Pilkada serentak 2020 dalam PKPU Nomor 13 tahun 2020. 

Bab IV  berisi Pembahasan penulis mengenai Analisis metode kampanye 

Pilkada di tengah pandemi COVID-19 dalam PKPU Nomor 13 Tahun 

2020 dengan prioritas nilai dasar hukum dan Analisis metode 

kampanye Pilkada di tengah pandemi COVID-19 dalam PKPU Nomor 

13 Tahun 2020 dengan teori maṣlahah. 

Bab V   berisi Penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dan saran terkait 

penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap rumusan 

masalah sedangkan saran merupakan tanggapan penulis terkait hasil 

penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Metode kampanye Pilkada di tengah pandemi COVID-19 menurut PKPU 

Nomor 13/2020 sebagai pedoman kampanye Pilkada di tengah pandemi 

COVID-19, yakni nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Suatu norma 

memenuhi nilai keadilan menurut John Rawls bila di dalamnya terdapat 

kebebasan yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan haknya sesuai 

dengan kemampuan masing-masing. Metode kampanye menurut PKPU 

13/2020 menghambat kebebasan paslon untuk menjangkau pemilih baik 

melalui kampanye daring atau pertemuan terbatas dan menyebabkan 

ketidakadilan kepada pemilih dengan kategori tertentu untuk mendapatkan 

informasi Pilkada. Nilai kepastian hukum dari metode kampanye Pilkada 

di tengah pandemi menurut PKPU 13/2020 adalah terincinya metode 

kampanye yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di tengah 

pandemi COVID-19 dengan konsep mengutamakan prinsip keselamatan. 

Adapun nilai kemanfaatan dalam metode kampanye menurut PKPU 

13/2020 adalah penerapan protokol kesehatan ke dalam setiap tahapan 

kampanye demi keselamatan para stakeholder dari penyebaran COVID-19. 

Secara keseluruhan berdasarkan prioritas nilai dasar hukum dalam PKPU 

13/2020 adalah prioritas kasuistik, nilai dasar hukum yang diprioritaskan 

dalam keadaan pandemi COVID-19 adalah mengutamakan nilai 

kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. 
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2. Metode kampanye Pilkada di tengah pandemi COVID-19 menurut PKPU 

13/2020 pada dasarnya mengandung maṣlahah bagi para stakeholder 

kegiatan kampanye, kandungan maṣlahah dalam metode kampanye 

Pilkada menurut PKPU 13/2020 mencegah tersebarnya COVID-19 akibat 

kegiatan kampanye yang identik dengan kerumunan. Kerumunan dalam 

kondisi pandemi menyebabkan terjadinya persebaran COVID-19. Dalam 

kaidah fiqhiyyah, menolak kemafsadahan lebih utama daripada meraih 

kemaslahatan.  Berdasarkan tingkat kepentingan, metode dalam kegiatan 

kampanye dalam PKPU 13/2020 di tengah pandemi COVID-19 dengan 

melakukan kegiatan kampanye melalui media daring dan media sosial 

serta pertemuan tebatas adalah maṣlahah pada tingkat dharuriyyah. 

B. Saran 

1. KPU dalam penyusunan PKPU tentang kampanye Pilkada serentak apalagi  

sangat perlu untuk mempertimbangkan kebaikan semua pihak seperti 

masyarakat dan pasangan calon, agar peraturan yang diundangkan tidak 

merugikan hak pemilih untuk mengenali paslon melalui pemaparan visi 

dan misi, dan juga hak paslon untuk menjangkau sebanyak-banyaknya 

pemilih. 

2. Paslon kepala daerah yang berkontestasi dalam pemilihan tidak hanya 

mementingkan keterpilihannya dalam melakukan kampanye, tetapi juga 

perlu untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat dengan 

informasi yang jujur dan bertanggung jawab. 
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3. Masyarakat sebagai pemilih sudah saatnya berperan aktif dalam Pilkada. 

Aktif maksudnya adalah tidak menerima segala informasi secara mentah, 

namun perlu memilah, tidak tergiur dengan iming-iming sesaat, yang akan 

hilang dengan sekejap. Siapa yang dipilih hari ini itulah daerah lima tahun 

ke depan.  
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